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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakan

untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan
beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan
berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahlan permasal ahan.
Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-
teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada
permasal ah untuk memperoleh hasil yang baik, antaralain sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemabangunan
nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu
pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani
kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah.
Birokras adalah keseluruhan organiasasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas
Negara dalam berbaga unit organisasi dibawah departemen dan lembaga non
departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provonsi, kabupaten,

kecamatan, maupun desa dan kelurahan. Menurut Sedarmayanti (2004;9) pemerintah
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yang bak dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang dihormati kedudukan
rakyat, yang memilih tugas pokok yang mencakup :
1. Médiputi segenap bangsa indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah
indonesia
2. Memajukan keseahteraan umum

3. Mencerdaskan kesgjahteraan umum
4. Meéelaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi  setiap
pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-
cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil,
guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme,

Serdamayanti (2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang
memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi
setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara
masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan
tuntutan yang diperintah anatara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang

diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelgari

bagamana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan
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(harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam

hubungan pemerintahan.

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan
bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin

bidang legidlatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan  pemerintha maupun  pembangunan  menghendaki
terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah.
Berbagal pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada

merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

Penyelenggaraan  pemerintahan yang bertujuan bagi  pelaksanaan
pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan
kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan
umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana

pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, (Musanef, 1982;5).

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik
untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentrelisasi dan tidak
dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan
jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat

kel eluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan

masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang
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membawa kita kearah tujuan yang dinginkan. Para birokrat sebagaimana
administrator haruslah mempunyar mora dalam penyelenggaraan kegiatan
administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan
kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan seumber daya manusia dana para

administrator itu sendiri.

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan
manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisas membantu kita melaksanakan
hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai
individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisas membantu
masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif
dapat memberikan kontribusi dari kinerja oraginisasi pemerintah, demikian juga
dengan penerapan pelanan publik. Kemampuan organisasi dalam menerapkan sebuah
peraturan baru dipenagruhi tiga hal pokok yaitu : struktur organisasi, personel dan
finansial. Meskipun suatu kebijakan sudah dirumuskan dengan jelas dan
memungkinkan untuk diimplementasikan dengan mudah akan tetapi masih
berpeluang untuk gagal oleh kelemahan struktur organisasi dan kelembagaan sistem.
Struktur yang ketat dan tersentralisasi aka mendukung kepatuhan. Jika sema dalam
kondisi sama baik itu struktur dan sebagaimana keberhasilan implementasi nampak
akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf
yang memadai, hali dan mempunya motivas tingkat akan mempermudah proses

konversi pesan kebijakan menjadi relitas.
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Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten
atau kota. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota, bukan sebagai kepala
wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis,

2005;133).

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan bak dari sis  pemberntukan,
kedudukan, tugas dan fungsinya secara |legalitas diatur dengan peraturan pemerintah.
Sebagal perangkat daerah, camat mendapat pelimpahan wewenang yang bermakna
urusan pelayanan masyarakat, selainitu kecamatan juga akan mengemban

penyel enggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan
bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah
kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati atau Walikota melalui
sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui
sekretaris bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah,

karena secara struktural camat berada langsung dibawah bupati/walikota.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14) antara
lain adalah sebagai berikut :

a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar
dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat
menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;

b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara
warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam
masyarakat dapat berlangsung secara damai;
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c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan

status apapun yang melatarbel akangi keadaan mereka;

d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam bidang-

bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan;

e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;

f. Menerapkan kebijakan ekonomi dan menguntungkan masyarakat luas;

0. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungs
pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.Pelaksanaan fungsi
pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungs regulas dengan segala bentuk nya,
maksudnya sebagal usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi
kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial
yang bak diberbagai kehidupan masyarakat. Fungs pelayanan akan membuahkan
keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat
dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Soewarjono dan Djohan dalam Muhaddam Labolo (2011:37)
menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan
publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara
akan bersentuhan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang
diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan
demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat,
pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan.Eksistensi pelayanan
pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena
rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah

sebagal pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

22



Dengan demikian dalam pengertian sederhana dapat ditandaskan kembali
bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama
secara baik dan benar guna mencapa tujuan Yyang disepakati/diinginkan
bersama.Pemerintahan dapat ditinjau dari sgumlah aspek penting seperti kegiatan
(dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya.Kegiatan
pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada
kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan Negara serta
demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai
seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional
dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara. Sementara itu,
tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan
Negara yang dilakukan oleh pemeritah.

2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Menurut Chestar | Barnard (dalam Syafi’ie 2011 : 11) Organisasi adalah
sebagal sebah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang
tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan
silaturahmi.

Pemerintah bisa kita artikan sebaga orang atau sekelompok orang yang
memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai
orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan,
Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan

sebagal lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada
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pula yang mendefiniskkan sebagal sekumpulan orang-orang yang mengelola
kewenangan-kewenangan, = melaksanakan  kepemimpinan  dan  koordinasi
pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka

ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni
dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti [uas pemerintah didefinisikan sebagal suatu
bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan,
sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang
memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya
suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik
dalam menjalankan fungsinya untuk mencapa tujuan Negara. Pemerintahan dalam
arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legidlatif,
eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam ari
sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan

eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi’ie 2011 : 12) organisasi
adalah sebagai suatu aat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan
mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi
dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan
kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh

badan usaha
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3. Konsep Ketertiban Umum

Ketertiban Umum berasal dari “tertib” dan “umum”, definisi tertib adalah
menggambar suatu kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis dan tertatur,
sebagal hasil hubungan yang selaras antara tindakan,nilai, dan norma, dalam interaksi
social. Sedangkan umum adalah keselurahan atau masyarakat umum tanpa
pengecudlian. Secara harfiah ketertiban umum adalah kondisi masyarakat yang
tentram dan aman karna semua yang menyimpang dapat di atur sesuai dengan
koridornya atau tertib.

Pemikiran tentang ketertiban umum pada dasarnya bertitik tolak dari anggapan
dasar bahwa *“sebuah pengadilan adalah bagian dari struktur kenegaraan yang
berdaulat” dan karena itu pengadilan berwenang untuk memberlakukan hukuman
sendiri dalam perkara — perkara yang di ajukan kepadanya. Masalahnya, apakah
dalam perkara-perkara yang mengandung unsure asing, sejalan dengan kaidah-kaidah
di dalam sistem HPI-nya, Pengadilan ini harus selalu memberlakukan hukum asing
yang seharusnya menjadi Lex Causae di dalam wilayah yurisdiksinya? Jawabannya
adalah tidak selalu harus demikian, akan berhadapan dengan hal-hal yang dapat
menjadi dasar untuk mengesampingkan pemberlakukan hulum asing di wilayah Lex
Fori. Salah satu alasan untuk itu adalah ketertiban umum. Prinsip yang digunakan
untuk menetapkan hal itu adalah yang masih menjadi persoalan dalam penegakan
prinsip di atas adalah sejauh mana orang dapat menggunakan dasar “demi ketertiban

umum” itu untuk mengesamping kan kaidah-kaidah hukum asing yang seharusnya
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berlaku, atau apa ukuran-ukuran yang dapat di gunakan sebagai landasar
pemberlakukan asas ketertiban umum ini.(Hardjowahono Bayu, 2006:122).

Konsep ketertiban umum merupakan suatu kaidah-kaidah untuk memberikan
kesglahteraan umum atau masyarakat. Penertiban umum memiliki arti yang luas,
dalam praktik telah timbul berbaga penafsiran tentang arti dan makna ketertiban
umum antara lain. Penafsiran Sempit yaitu dengan demikian yang dimaksud dengan
pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sga oleh karena itu, putusan
arbitrase yang Dbertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang
melanggar/bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
Indonesia.

Istilah ketertiban umum menurut Prof.Kollewi jn memiliki sgumlah variasi
pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan
dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam *“ketertiban
kesejahteraan dan keamanan” (rust en veiligheid). Ketiga, sebagai pasangan dari
“kesusilaan yang baik” (goede zeden). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban
hukum” (rechtsorde). Kelima sebagai “keadilan”, kemudian keenam sebagai
pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan
terakhir ketujuh sebagai kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari
perundang-undangan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan

bahwa ketertiban umum merupakan suatu asas dan standar yang dibentuk oleh badan
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pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagal suatu dasar atau asas yang
penting bagi suatu Negara.
4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena
kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesual
situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yag berwenang.Sedangkan publik adalah
masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah
sebagal administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum.

Menurut Anderson mendefinisikan kebijakan sebagal prilaku dari sgjumlah
actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu
bidang kegiatan tertentu. (Dalam Indihono, 2009:17)

Sedangkan menurut Nugroho (dalam Zulfikar, 2013 : 24) Kebijakan public
adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi
untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah
strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada
masatransisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Kemudian menurut Ndraha (dalam Agus, 2014 : 25) Kebijakan pemerintahan
merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada
kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, dan moral. Diarahkan guna
menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Nurcholis, 2005: 264) adalah apa yang

dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.
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Selanjutnya menurut Mustoadidjadja (dalam Nurcholis 2005: 263)
memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagal keputusan suatu organisasi yang
di maksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk
mencapal tujuan tertentu.

Pandangan berbeda di kemukakan oleh Carl Friedrich (dalam Agustino 2008 :
7) Kebijakan public adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh
sesorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat
hambatan-hambatan (kesulitan - kesulitan),dan ~ kemungkinan - kemungkinan
(kesempatan - kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam
mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.

Menurut Leo Agustino (2014:9) sifat kebijakan publik sebagai bagian dari
suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik apaabila dibagi-bagi dalam beberapa
kategori yaitu:

1. Policy demands atau permintaan kebijakan, merupakan permintaan atau
kebutuhan atau kalim yang dibuat oleh warga masyarakat secara
pribadi/kelompok/dengan resmi dalam system politik karena adanya
masal ah yang mereka rasakan.

2. Policy decision atau putusan kebijakan, adalah putusan yang dibuat oleh
pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-
kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah keputusan untuk
mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah
eksekutif, mengumumkan aturan administrative, atau membuat
interpretasi hukum yang penting.

3. Policy statement atau pernyataan kebijakan, adalah ungkapan secara
formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Yang
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termasuk policy statement atau pernyataan kebijakan adalah, ketetapan
legidative, dekrit dan perintah eksekutif,peraturan administrative,
pendapat pengadilan, dan sebagainya.

4. Policy output atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijkan
publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan
dan dan pernyataan kebijkan.

5. Policy outcomes atau akibat dari kebijakan adalah kensekuensi kebijakan
yang diterima masyarakat, bailk yang diinginkan atau yang tidak
diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak
dikerjakan oleh pemerintah.

Evaluas merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik,
evaluas adalah suatu cara untuk menila apakah suatu kebijakan atau program itu
berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William
N. Dunn, memberikan arti padaistilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran

(appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata

yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan

nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi

informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluas kebijakan merupakan hasi
kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran
kebijakan.

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu
kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut.

Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi

sebagai berikut:
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4.2

Efektivitas

Efektivitas berasa dari kata efektif yang mengandung pengertian
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan
hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya
dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-
tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula
efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian
tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang
akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya
yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edis Kedua,
menyatakan bahwa:

“Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative
mencapal hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapa tujuan dari
diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan
rasionalitas teknis, selau diukur dari unit produk atau layanan atau nilai
moneternya” (Dunn, 2003:429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata
dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah
dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan
kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik
hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah
melalui proses tertentu.

Efisens

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara
tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber
daya (resources) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan
tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber
daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.
Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa:

“Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan
untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiens yang merupakan
sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara
efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos
moneter. Efisiens biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit
produk atau layanan. Kebijakan yang mencapal efektivitas tertinggi
dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).
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4.3

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata
sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses
kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini
berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak
untuk dilaksanakan.

K ecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah
dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn
mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan
seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau
kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari
pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih
berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi
seberapa jauh aternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau
kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini, dalam
kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif
kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan
empat tipe masalah, yaitu:

1) Masadlah Tipe |. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan
efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah
memaksi malkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.

2) Masalah Tipe Il. Masaah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang
sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah
untuk meminimalkan biaya.

3) Masalah Tipe Ill. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan
efektivitas yang berubah dari kebijakan.

4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan
juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan
sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang
tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun. (Dunn,
2003:430-431)

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari
suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk
pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu
produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada andlisis
kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan
dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis
pel aksanaannya yang benar.
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4.4

4.5

Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti
dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.
William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat
berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada
distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda
dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada
perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil
didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien,
dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu
keadilan atau kewajaran.

Pel aksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan
dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil
kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi
untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara
langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan
jasa publik.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari
suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas
penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa
responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu
kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-
kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan
kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi
pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan
terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan
masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam
bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa
penolakan.
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Dunn pun mengemukakan bahwa Kriteria responsivitas adalah penting
karena analisis yang dapat memuaskan semua kriterialainnya (efektivitas,
efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi
kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari
adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437). Oleh karena itu, kriteria
responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari
kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiens,
kecukupan, dan kesamaan.
4.6 Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada
kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn
menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah Kriteria yang
dipakai untuk menselekss sgumlah aternatif untuk dijadikan
rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari aternatif yang
direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria
kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini
menyangkut substansi  tujuan bukan cara atau instrumen untuk
merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan
lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi
sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau
dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu
pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak

secaralebih dinamis.
5. Konsep Evaluas
Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi merupakan suatu proses yang

mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui
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hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat
diketahui hambatan atau kendal a-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Adapun menurut Sondang (2005:174) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan
sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut
kenyataan di capai. Artinya melalui penilaian harus dapat di temukan apakah hasil
yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang
diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Evaluas merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, Output
dan Outcome (hasil), melalui evaluasi dapat di ketahui apakah kegiatan tersebut

berhasi| atau tidak (Nurcholis, 2005 : 67 )

Evauas menurut Ndraha (2003: 201) mengatakan bahwa evaluas adalah
proses perbandingan antara standar dangan fakta dan analisis hasilnya.

a.  Model before-after yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu
tindakan (prilaku treatment) tolak ukuranya adalah before.

b. Model das solen-das yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan
yang senyatanya.

c. Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya
adal ah kelompok control (Ndraha,2003:202).

Evaluas menurut Santoso (2004; 31) adalah proses penilaian yang sistematis
mencakup pemberian nilai, atribut, apresias dan pengenalan permasalahan serta
pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan berkaitan erat dengan
perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa

sgja yang direncanakan.



Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008:
2), bahwa evaluas adalah kegiatan untuk mengumpulkan informas tentang
bekerjanya sesuatu, yang selanjutnyainformasi tersebut digunakan untuk menentukan
aternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi
dalam ha ini adaah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak
decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi
yang telah dilakukan.

Selanjutnya Winarno (2007: 230) mengemukakan enam langkah dalam
Evaluas kebijakan, yaitu:

Mengidentifikas tujuan program yang akan di Evaluasi
Analisis terhadap masalah

Deskripsi dan standarisasi kegiatan

Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi

S N

Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari
kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapaindikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Kriteria evaluas yang dikembangkan oleh Duun (dalam Subarsono, 2013;

126), mencakup limaindikator yaitu:

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai

2. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan
masalah

3. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada
kelompok masyarakat yang berbeda

4. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok
dan dapat memuaskan mereka

5. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.
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a. Efektifitas
Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) mendefiniskan efektifitas
merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar
kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin
efektif organisasi, program atau kegiatan.

b. Kecukupan
Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah
dicapal sudah dirasakan mencukupi dari berbagai hal. Dun mengemukakan
bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas
memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya
masalah (Dunn, 2003: 430).

c. Pemerataan
Pemerataan dalam kebijakan publik dapat diartikan dengan keadilan yang
diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn (2003:
434)menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat hubungannya dengan
rasionalitas legal, sosia, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha
kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang
berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha
adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif , efisien
dan mencukupi apabila biaya dan manfaat merata. Kunci dari pemerataan
adalah keadilan atau kewajaran.

d. Responsivitas
Menurut Dunn (2003: 437) menyatakan bahwa responsivitas berkenaan
dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,
prefrenss ataun nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu
keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang
menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh
yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan
masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mula dirasakan oleh
masyarakat.
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e. Ketepatan

Ketepatan menunjuk pada nilal atau harga diri dari tujuan program dan dari
kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dunn menyatakan
bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah
aternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari
aternatif yang direkomendasikan merupakan pilihan tujuan yang layak.
Kriteria kelayakan hubungkan dengan rasionalitas subtantif, karena kriteria
ini menyangkut subtantif tujuan bukan cara atau instrument untuk
menyel esalkan tujuan tersebut.

Menurut Sondang P. Siagian (2002: 147) Evauas (penilaian) merupakan
kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang
menurut kenyataan dicapai. Artinya melalui penilaian harus dapat ditemukan apakah
hasil yang dicapa melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang
diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Menurut pendapat Nurcholis (2005 : 67) menyatakan Evaluasi merupakan
penilaian secara menyeluruh dari Input, Proses, Output dan Outcome (hasil), melalui
evaluas dapat diketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Menurut
Tangkilisan (2003; 28), walaupun pengukuran evaluas tersebut bervariasi, secara
umum evaluas kinerja kebijakan tersebut mengacu empat indikator pokok yaitu
indikator input, process, outputs dan outcomes. Indikator input memfokuskan pada
penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan
untuk melaksanakan kebijakan.

Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat

dari tiga aspek utama (Umar, 2002;40) yaitu:
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a. Utility (manfaat)
Hasil evaluas hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan
keputusan atas program yang sedang berjalan.
b. Accuracy (akurat)
Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.
c. Feasibility (layak)
Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara
layak.

Ada beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi , adapun
model yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Sistem assessment
Yaitu evaluas yang memberikan informas tentang keadaan atau posis
suatu sistem.Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan
informasi mengenai posisi terakhir dari suatu elemen program yang tengah
diselesaikan.

b. Program planning
Yaitu evaluass yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam
program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya.

c. Program implementation
Yaitu evauas yang menyiapkan informasi apakah program sudah
diperkenalkankepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah
direncanakan.

d. Program Improvement
Yaitu evaluas orang memberikan informas tentang bagaimana program
berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisipasi
masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu pel aksanaan kegiatan.

e. Program certification
Yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat
program.

Menurut Nurcholis (2005 : 274) Evaluas kebijakan publik adalah penilaian
secara menyeluruh input, proses, outputs dan outcomes dari kebijakan pemerinah
daerah.

Kemudian menurut Subarsono (dalam Agus, 2014 : 27) Evauas kebijakan
adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi aru dapat
dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.
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SedangkanMenurut Indiahono (2009:145) Evaluas kebijakan publik adalah
menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah
ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk
pada dua aspek : aspek proses dan hasil.

B. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji
penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan
penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis
mengangkat beberapa penelitian sebagal referensi dalam memperkaya bahan kajian
pada penelitian penulis. Dan untuk melihat pendlitian terdahulu dalam penelitian ini
maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 11.1  Penditian Terdahulu Terkait Evaluas Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Ketertiban Umum.

Namz_;l Judul Tahun Persamaan Perbedaan
Peneletian
1 2 3 4 5
Nofri Susanto | Evaluasi 2015 Persamaan Perbedaan

Pel aksanaan penelitiannya penelitiannya
Peraturan dengan penulis dengan penulis
Daerah adalah sama adal ah tempat
Kabupaten meneliti tentang | penelitianya.
Indragiri Hilir Evuluas
Nomor 21 Pelaksanaan
Tahun 2008 Peraturan Daerah
Tentang
Ketertiban
Umum. (Studi
Di Kecamatan
Tembilahan)

39



1 2 3 4 5

Deki Afrizal | Evaluas 2014 Persamaan Perbedaan
Pel aksanaan penelitiannya penelitiannya
Peraturan Desa dengan penulis dengan penulis
Lubuk Mas adalah sama adal ah tempat
Nomor 5 Tahun meneliti tentang | penelitianya
2009 Tentang Evuluas
Larangan Pel aksanaan
Meracun lkan Peraturan Daerah
Dengan Tuba
Dan Sgenisnya

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas maka penulis menemukan beberapa
perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan, dan adapun perbedaan
yang penulislihat adalah :

1. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan

Hilir sementara penelitian terdahulu di atas melakukan penelitian di
Daerah Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan Desa
Lubuk Mas.

2. Focus peneitian yang penulis kerjakan adalah meneliti tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Ketertiban Umum (Studi Larangan Menangkap lkan Menggunakan
Bahan Kimia Dan Setrum Di Kecamatan Pujud), sementara Penelitian
Terdahulu di atas Focus Penelitiannya adalah Tentang Peraturan Daerah
Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang K etertiban Umum.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan keelasan hubungan antar
konsep tersebut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau

teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian terdahulu.
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Sesual dengan konsep dan teori-teori yang telah dikemukakan, maka kerangka
pikir dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tetang Ketertiban Umum (Studi Larangan
Menangkap l|kan Menggunakan Bahan Kimia Dan Setrum Di Kecamatan Pujud)
dapat dijelaskan melalui gambar bagan sebagai berikut:

Gambar 11.1 :Kerangka Pikir Tentang Evaluas Peraturan Daerah Rokan Hilir
Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (Study Kasus :

Larangan Menangkap I|kan Menggunakan Alat llegal Di
Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir)

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014
Tentang Ketertiban Umum

Iyl

Kehijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang
kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung,
termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh
badan atau kantor pemerintah” (William N. Dunn, 2003:132)

1l

f Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik (William N. Dunn, 2003;610)\

1. Efektivitas 4. Pemerataan
2. Efisiens 5. Responsivitas
3. Kecukupan 6. Ketepatan

[ Terlaksana } [ Kurang Terlakgana} [ Tidak Terlaksana }

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2018
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D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat

diukur sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka

perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1

Evaluas merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses,
Output dan Outcome (hasil), melalui evaluasi dapat di ketahui apakah
kegiatan tersebut berhasil atau tidak (Nurcholis, 2005 : 67 )

Konsep IImu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan
memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan
keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan
masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinasitu.

Konsep Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang
diusulkan oleh sesorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-
kesulitan),dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan - kesempatan)
dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya
untuk mencapai tujuan yang di maksud.

Kecamatan adalah daerah yang menjadi bagian dari kabupaten atau kota
yang membawahkan beberapa kelurahan dikepalai oleh seorang camat.
Peraturan Daerah Rokan Hilir No 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban

Umum.
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6. Pasal 18 ayat 7 : Setiap orang atau lembaga hukum dilarang menangkap
ikan dengan bahan peledak, bahan kimia strum/arus litrik atau cara
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Indikator dari variable Evaluas adalah:

1. Efektivitas.
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian
dicapainya keberhasilan dalam mencapal tujuan yang telah ditetapkan.
Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan
hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang
sesungguhnya dicapai

2. Efisens.
Efisiens (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan
untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang
merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan
hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur
dari ongkos moneter. Efisiens biasanya ditentukan melalui
perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang
mencapai efektivitas tertinggi dengan biayaterkecil dinamakan efisien.

3. Kecukupan.
Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah

dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N.
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Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan
seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai,
atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

. Pemerataan.

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunya arti
dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public
Kebijakan yang berorientas pada perataan adalah kebijakan yang
akibatnya atau usaha secara adil didistribuskan. Suatu program
tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-
manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

. Responsivitas.

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon
dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik
atas penergpan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn
menyatakan bahwa responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan
seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,
preferens, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

. Ketepatan.

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada
kuatnya asumsi yang melandas tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang

dipaka untuk menselekss sgumlah adternatif untuk dijadikan



rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari aternatif yang
direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.
Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena
kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen
untuk merealisasikan tujuan tersebut

E. Operasional Variabel

Tabel I1.2: Operasionalisas Variable Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan
Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban
Umum.
Konsep Variabe Indikator Item Penilaian Skala
1 2 £ 4 5
Kebijakan Publik [Evaluas 1. Efektivitas  |a. Pelaksanaan Nominal
(Public Palicy) Peraturan Pengawasan
adalah pola Daerah diapangan
ketergll(a”turl‘gli‘” Rokan Hilir b. Pemberian
ggr”igpi o & Nomor 3 sanksi kepada
pilihan kolektif  [1ahun 2014 pelaku ’
yang saling Tentang Plfnang apan
bergantung, K eteretiban IKerl
termasuk Umum
keputusan- 2. Efisensi a Pelaksanaan Nominal
keputusan untuk sosialisasi
tidak bertindak, terkait
yang dibuat oleh
badan atau kantor Peraturan
pemerintah” Daerah
(William N. b. Melakukan
Dunn, 2003:132) K oordinasi
dengan pihak
masyarakat
setempat
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1 2 3 4 5
Kebijakan Publik |Evaluasi 3. Kecukupan a Menjamin Nominal
(Public Palicy) Peraturan ketertiban
adalah pola Daerah umum di
ketergantungan  |Rokan Hilir masyarakat
Jema oIS o g
pilihan kolekiif | [Lanun 2014 penangkapan
yang saling Tema“g ilegal
bergantung, K eteretiban b. Tindakan
termasuk Umum pencegahan
keputusan- terkait
keputusan untuk penangkapan
tidak bertindak, ikanilega di
yang dibuat oleh sungai
badan atau kantor
?emﬁ)rintah” 4. Pemerataan a. Memberikan Nominal

William N. perlindungan
Dunn, 2003:132) tanpa pandang

ras, suku dan
agama

b. Memberikan
sanksi tanpa
pandang ras,
suku, dan
agama

5. Responsivitas |a. Penanganan Nomina

laporan
masyarakat
ditindak lanjuti
dengan cepat

b. Tindakan
Pengegjaran
terhadap pelaku

6. K etepatan a. Memberikan Nominal

sanksi yang
tepat kepada
pelaku

b. Memberikan
pembinaan
kepada pelaku

Sumber : Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik (William N. Dunn, 2003;610)
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F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk

penilaian setiap indikator.

Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Terlaksana

Kurang Terlaksana :

Tidak Terlaksana

. Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun
2014 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus : Larangan
Menangkap lkan Menggunakan Alat llegal Di Kecamatan
Pujud Kabupaten Roka Hilir) 67%-100%

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi
Pelaksanaan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun
2014 Tentang Ketertiban Umum (Sudi Kasus : Larangan
Menangkap Ikan Menggunakan Alat llegal Di Kecamatan

Pujud Kabupaten Roka Hilir) 34%-100%

. Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun
2014 Tentang Ketertiban Umum (Sudi Kasus : Larangan
Menangkap |kan Menggunakan Alat Ilegal Di Kecamatan

Pujud Kabupaten Roka Hilir) 33%-100%
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A. Efektivitas
Terlaksana : Jka ratarata penilaan responden terhadap indikator
Efektivitas berada pada skala 67%-100%.
Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas
berada pada skala 34%-100%.
Tidak Terlaksana : Jikarata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas
berada pada skala 33%-100%.
B. Efisiens.
Terlaksana . Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efisiens
berada pada skala 67%-100%.
Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efisiens
berada pada skala 34%-100%.
Tidak Terlaksana  : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efisiensi
berada pada skala 33%-100%.
C. Kecukupan.
Terlaksana - Jka ratarata penilaian responden terhadap indikator
K ecukupan berada pada skala 67%-100%
Kurang Terlaksana : Jika ratarata penilaian responden terhadap indikator
K ecukupan berada pada skala 34%-100%
Tidak Terlaksana : Jika ratarata penilaian responden terhadap indikator

K ecukupan berada pada skala 33%-100%
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D. Perataan

Terlaksana

Kurang Terlaksana

Tidak Terlaksana

E. Responsivitas

Terlaksana

Kurang Terlaksana

Tidak Terlaksana

F. Ketepatan

Terlaksana

Kurang Terlaksana

Tidak Terlaksana

: Jika

: Jika

» Jika

berada pada skala 67%-100%

berada pada skala 34%-100%

berada pada skala 33%-100%

ratarrata penilaian responden terhadap
Responsivitas berada pada skala 67%-100%
ratarrata penilaian responden terhadap
Responsivitas berada pada skala 34%-100%
rata-rata penilaian

responden terhadap

Responsivitas berada pada skala 33%-100%

berada pada skala 67%-100%

berada pada skala 34%-100%

berada pada skala 33%-100%
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. Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perataan

. Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perataan

. Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perataan

indikator

indikator

indikator

. Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan

. Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator K etepatan

. Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator K etepatan



